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ABSTRAK 
 

Damasynta, Anisya Devi Aprilia. 2015. IMPLEMENTASI PEMBINAAN 

NARAPIDANA MELALUI PROGRESSIVE TREATMENT PROGRAME DI 

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I SEMARANG. Skripsi, Prodi Studi 

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Dosen Pembimbing 

Drs. Herry Subondo, M.Hum. 

 

Kata Kunci : Implementasi, Pembinaan Narapidana, Progressive Treatment 

Programe. 
Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan 

Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk 

melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh 

Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak 

terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berdasarkan latar 

belakang tersebut kemudian memunculkan rumusan masalah sebagai berikut, 

bagaimana implementasi pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 

I Semarang, bagaimana efektivitas dari pelaksanaan Progressive Treatment 

Programe yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang dan 

Faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan 

Progressive Treatment Programe di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil lokasi di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang. Untuk sampel yang diambil penulis 

menggunakan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling. Sumber 

data primer yang dipakai adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I 

Semarang sebagai informan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga 

Pemasyarakatan Klas 1 Semarang sebagai responden. Sedangkan sumber data 

sekunder adalah dokumen mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembinaan 

narapidana. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Metode analisis data yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan model analisis 

interaktif.  

Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi 

Pembinaan Narapidana Melalui Progressive Treatment Programe di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas I Semarang sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta 

juga telah dapat dikatakan efektif, walaupun masih adanya faktor penghambat 

dalam pelaksanaan proses pembinaan narapidana. Untuk itu diharapkan Petugas 

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang agar lebih meningkatkan mutu 

pembinaan bagi narapidana, diharapkan juga narapidana dapat berusaha sekuat 

tenaga dan bersungguh-sungguh untuk mengubah perilaku mereka atas dasar 

kemauan sendiri dan berusaha mengikuti pembinaan yang diberikan dengan 

sebaik-baiknya, serta partisipasi masyarakat masih perlu diperluas lagi 

cakupannya dalam proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa : “Negara Indonesia 

adalah negara hukum”. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan 

konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, 

hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai negara hukum yang 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, hukum merupakan salah satu perantara 

yang dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan dalam kehidupan manusia. 

Selain itu hukum juga diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi. Salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh 

masyarakat misalnya munculnya suatu tindak pidana yang menyebabkan 

terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. 

Sudikno Mertokusumo (2005: 40) menyatakan bahwa : “hukum yaitu 

keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu 

kehidupan bersama/ keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku 

dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan 

suatu sanksi”. Hal ini berarti setiap individu harus mentaati peraturan-peraturan 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah di dalam berlangsungnya kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  
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Dalam memberantas tindak pidana yang muncul dalam kehidupan 

masyarakat saat ini, fungsi hukum menjadi sangat penting, karena seperti yang 

dikemukakan oleh Prodjodikoro (2009: 15) bahwa “tujuan dari hukum yaitu 

mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat”. 

Untuk mencapai tujuan hukum tersebut, pemerintah berusaha untuk memperbesar 

pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai alat yang ada padanya. Salah 

satu alat itu adalah hukum pidana. Dengan adanya hukum pidana, pemerintah 

dapat menetapkan perubahan-perubahan tertentu sebagai tindak pidana baru. 

Moeljatno (2008: 1) menyatakan bahwa : 

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang 

berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-

aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 

dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang 

berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.  

 

Dalam hukum pidana pasti tidak akan terlepas dari permasalahan-

permasalahan pokok yang merupakan salah satu bagian penting dalam proses 

berjalannya hukum pidana. Priyatno (2006: 45) mengungkapkan secara dogmatis 

dapat dikatakan, bahwa di dalam hukum pidana terdapat tiga pokok permasalahan, 

yaitu: “perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang 

itu dan pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu”. Selain itu 

bagian terpenting dalam hukum pidana yang saat ini masih kurang mendapat 

perhatian adalah bagian mengenai pemidanaan. Priyatno (20013: 9) juga 

berpendapat bahwa :  

Masalah pemidanaan merupakan masalah yang kurang mendapat 

perhatian dalam perjalanan hukum, bahkan ada yang menyatakan 

sebagai anak tiri (Maurach). Padahal syarat-syarat yang harus 
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dipenuhi untuk memungkinkan penjatuhan pidana, maka masalah 

pemidanaan dan pidana merupakan masalah yang sama sekali tidak 

boleh dilupakan.  

 

Karnasudirdja (1996: 80) berpendapat lain yaitu dalam bukunya yang 

berjudul Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengawasan Narapidana, 

menyebutkan bahwa :  

Segala pengaturan mengenai hukum pidana ini pada akhirnya akan 

berpuncak pada pemidanaan yang dapat merenggut kemerdekaan 

seseorang, kejahatan, penjahat (pembuat kejahatan) dan pidana, serta 

merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memungkinkan 

penjatuhan pidana. Maka masalah pemidanaan dan pidana merupakan 

masalah yang sama sekali tidak boleh dilupakan. 

 

Apabila dikaji lebih dalam filsafat pemidanaan bersemayam ide-ide dasar 

pemidanaan yang menjernihkan pemahaman tentang hakikat pemidanaan sebagai 

tanggung jawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik 

kepada negara berdasarkan atas hukum. Sedangkan “teori pemidanaan berada 

dalam proses keilmuan yang mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi 

tujuan pemidanaan bagi negara, masyarakat dan subjek hukum terpidana” 

(Priyatno, 2013: 13). 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua jenis 

sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila terbukti telah melanggar 

hukum. Pengaturan mengenai jenis-jenis pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP 

(dalam Lamintang, 2012: 35) yang terdiri dari “pidana pokok dan pidana 

tambahan”. Pidana pokok meliputi, (1) pidana mati, (2) pidana penjara, (3) pidana 

kurungan, (4) pidana denda dan (5) pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU 

Nomor 20 Tahun 1946). Sedangkan pidana tambahan meliputi, (1) pencabutan 
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hak-hak tertentu, (2) perampasan barang-barang tertentu dan (3) pengumuman 

putusan hakim. Salah satu bentuk pidana yang lazim dijatuhkan terhadap pelaku 

kejahatan adalah pidana penjara. 

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam 

sistem hukum pidana di Indonesia. Dalam Penjelasan atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa : 

Sistem pemenjaraan yang sangat berangsur-angsur dipandang sebagai 

suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi 

dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak 

lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi 

warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga 

dan lingkungannya.  

 

Dalam perkembangannya muncul suatu Lembaga Pemasyarakatan yang 

didirikan dengan harapan akan dapat mengembalikan Warga Binaan 

Pemasyarakatan (WBP) sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi 

masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh WBP, serta 

merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang 

terkandung dalam Pancasila.  

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran 

baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga 

merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial WBP telah melahirkan 

suatu sistem pembinaan yang dikenal dengan nama Sistem Pemasyarakatan. 

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan menyatakan bahwa : 

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas 

serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan 
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Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang 

dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan 

Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan 

tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan 

dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung 

jawab. 

 

Pembaharuan pelaksanaan pidana penjara dengan Sistem Pemasyarakatan 

di dalam segi operasionalnya memerlukan sikap yang positif dari para pihak yaitu 

pihak petugas yang berwenang terutama polisi, jaksa, hakim dan pengawal 

Lembaga Pemasyarakatan, dan dari pihak masyarakat yang menjadi wadah 

kehidupan manusia. Keterpaduan para pihak yang berproses dalam pembinaan 

sistem pemasyarakatan akan menghasilkan (out-put) bekas narapidana yang 

menjadi anggota masyarakat kembali dan dapat menyelaraskan diri serta taat 

kepada hukum. 

Prinsip-prinsip perlakuan terhadap pelanggar hukum, terpidana dan 

narapidana sudah berubah dari prinsip kepenjaraan menjadi prinsip 

pemasyarakatan yang kemudian disebut dengan Sistem Pemasyarakatan. Lembaga 

Pemasyarakatan merupakan tempat untuk mencapai tujuan pembinaan melalui 

program-program pendidikan dan rehabilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan. Di 

dalam LAPAS, Warga Binaan Pemasyarakatan dibina dan diamankan untuk 

jangka waktu tertentu agar nantinya dapat hidup kembali di tengah-tengah 

masyarakat.  

Pelaksanaan pembinaan narapidana dalam upaya mengembalikan 

narapidana menjadi masyarakat baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya 

bersifat material atau spiritual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan 
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seimbang, ini merupakan hal-hal pokok yang menunjang narapidana mudah dalam 

menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidana. Pembinaan di 

Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk kepribadian serta 

mental narapidana yang dianggap tidak baik di mata masyarakat menjadi berubah 

ke arah yang normal dan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Di dalam 

pelaksanaan pembinaan ini memerlukan kerjasama dari komponen-komponen 

yang menunjang keberhasilan proses pembinaan narapidana, yaitu petugas 

LAPAS, narapidana dan masyarakat. Hal ini dikarenakan ketiganya saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya. 

Sistem Pemasyarakatan di Indonesia telah dicetuskan dan diaplikasikan 

sejak tahun 1964, namun pengaturannya mengenai sistem tersebut secara 

sistematis dalam bentuk Undang-Undang dan perangkat aturan pendukungnya 

baru dapat diwujudkan pada tahun 1995, melalui Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut 

menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang 

merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. 

Pelaksanaan pembinaan narapidana ini didasarkan pada pola pembinaan 

narapidana yang telah di keluarkan oleh Departemen Kehakiman Republik 

Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 

: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan. Di 

dalam BAB I alinea kedua Keputusan Menteri Kehakiman ini sudah terlihat 

adanya arahan yang hendak dicapai dalam pembinaan narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa :  
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Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan 

pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan 

mental (agama, Pancasila dan sebagainya) meliputi pemulihan harga 

diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang meyakini 

dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa 

dan oleh karena itu mereka dididik (dilatih) juga untuk menguasai 

keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi 

pembangunan. Ini berarti, bahwa pembinaan dan bimbingan yang 

diberikan mencakup bidang mental dan keterampilan. 

 

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan atas 

pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas, melalui 

pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga 

Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang 

melaksanakan tugas pembinaan dan pengamatan Warga Binaan Pemasyarakatan 

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut 

sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum dan hal ini sesuai dengan Pasal 8 

yang menyatakan bahwa : “Petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional 

penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pembimbingan 

dan pengamatan warga binaan”. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa : 

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan 

Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga 

bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan 

diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta 

merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-

nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam pelaksanaan sistem 

pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau 

keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam 

pembinaan maupun dalam sikap bersedia menerima kembali Warga 

Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya”.  
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Dengan bekal mental dan keterampilan yang mereka miliki, diharapkan 

mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat. Semua 

usaha ini dilakukan dengan berencana dan sistematis agar selama mereka dalam 

pembinaan dapat bertaubat menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi 

manusia yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.  

Oleh karena itu, untuk menyiapkan agar para narapidana dapat menyadari 

kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat 

diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dalam pelaksanaan pembinaan 

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang telah mengembangkan 

program yang namanya Progressive Treatment Programe. Program ini 

merupakan suatu program pembinaan yang dilakukan di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan secara menyeluruh kepada semua Warga Binaan 

Pemasyarakatan. Pembinaan dalam program ini dilakukan secara terstruktur 

dengan penjadwalan tertentu pada tiap jenis/ bentuk program pembinaannya. 

Progressive Treatment Programe merupakan program yang saat ini telah berhasil 

memberdayakan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan 

Klas I Semarang. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas 

dan melakukan penelitian mengenai Progressive Treatment Programe dengan 

judul: ”IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA MELALUI 

PROGRESSIVE TREATMENT PROGRAME DI LEMBAGA 

PEMASYARAKATAN KLAS I SEMARANG”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat 

mengidentifikasi masalah antara lain sebagai berikut : 

1. Implementasi pembinaan narapidana  di Lembaga Pemasyarakatan Klas I 

Semarang. 

2. Jumlah warga binaan yang ada melebihi kapasitas yang tersedia. 

3. Kurangnya Petugas Lembaga Pemasyarakatan sehingga membuat potensi 

gangguan keamanan cenderung meningkat.  

4. Efektivitas dari pelaksanaan Progressive Treatment Programe yang 

dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang. 

5. Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan Progressive Treatment 

Programe di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Kajian tentang pelaksanaan pembinaan narapidana melalui Progressive 

Treatment Programe sangatlah luas, sehingga penulis perlu untuk membatasi 

materi dan permasalahan yang akan dikaji. Sebagaimana yang telah diuraikan 

dalam identifikasi masalah, maka dalam penelitian ini penulis hanya membatasi 

masalah yang berhubungan dengan : 

1. Implementasi pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I 

Semarang. 

2. Efektivitas dari pelaksanaan Progressive Treatment Programe yang 

dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang. 
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3. Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan Progressive Treatment 

Programe di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah serta pembatasan 

masalah mengenai IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA MELALUI 

PROGRESSIVE TREATMENT PROGRAME DI LEMBAGA 

PEMASYARAKATAN KLAS I SEMARANG yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat dirumuskan beberapa masalah yang menjadi topik penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana implementasi pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 

Klas I Semarang? 

2. Bagaimana efektivitas dari pelaksanaan Progressive Treatment Programe yang 

dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang? 

3. Faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan 

Progressive Treatment Programe di Lembaga Pemasyarakatan Klas I 

Semarang? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pembinaan narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang.  
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dari Progressive Treatment 

Programe yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam 

pelaksanaan Progressive Treatment Programe di Lembaga Pemasyarakatan 

Klas I Semarang.  

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu : 

1. Manfaat teoritis : 

a. Memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum 

khususnya Hukum Pidana, disamping itu hasil penelitian ini dapat 

memperbanyak referensi ilmu di bidang pembinaan narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan. 

b. Menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi 

penelitian sejenis di masa yang akan datang. 

2. Manfaat praktis : 

a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang menjadi pokok pembahasan 

dalam penelitian ini. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak-pihak yang 

terkait dalam masalah pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas I Semarang. 

 

 



12 

   

 
 

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi skripsi, maka 

secara garis besar sistematikanya dibagi menjadi tiga bagian, yakni bagian awal, 

bagian pokok, dan bagian akhir yaitu sebagai berikut : 

1. Bagian Awal Skripsi  

Pada bagian awal skripsi ini terdiri atas : sampul, lembar berlogo, halaman 

judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan 

persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, daftar bagan, daftar tabel, daftar 

lampiran dan daftar singkatan. 

2. Bagian Pokok Skripsi 

Bagian pokok skripsi terdiri atas 5 (lima) bab yaitu bab pendahuluan, 

tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan 

penutup. Adapun bab-bab dalam bagian pokok skripsi sebagai berikut : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pengantar dari keseluruhan penulisan yang berisi 

mengenai beberapa hal yang menjadi latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat tentang kerangka atau tinjauan pustaka yang digunakan 

sebagai dasar dalam menganalisis masalah yang dibahas yaitu mengenai 

Penelitian Terdahulu, Implementasi, Pidana dan Pemidanaan, Efektivitas, 

Progressive Treatment Programe, Narapidana, Hak dan Kewajiban Narapidana, 
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Pembinaan Narapidana, dan Lembaga Pemasyarakatan. Pada bab ini pula nanti 

akan ada Kerangka Berpikir penulis terhadap permasalahan yang diangkat. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bab ini penulis akan menjelaskan tentang metode penelitian yang 

digunakan beserta alasan-alasan penggunaan metode tersebut. Metode penelitian 

ini membahas tentang jenis penelitian, metode pendekatan, fokus penelitian, 

lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data penelitian, teknik 

pengumpulan data, keabsahan data, analisis data dan prosedur penelitian. 

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan pokok pembahasan dari permasalahan yang diangkat 

penulis dalam penelitian ini, yang membahas tentang Implementasi pembinaan 

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang, efektivitas dari 

pelaksanaan Progressive Treatment Programe yang dilaksanakan di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas I Semarang serta faktor penghambat dan pendukung dalam 

pelaksanaan Progressive Treatment Programe  di Lembaga Pemasyarakatan Klas 

I Semarang. 

BAB 5 PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dari keseluruhan penulisan skripsi ini yaitu 

berisi tentang penutup yang menguraikan mengenai simpulan dan saran yang 

mungkin diperlukan bagi penelitian. 

3. Bagian Akhir Skripsi  

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran.
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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan 

beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis 

baca diantaranya :  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Johan Hutabarat (Skripsi, 

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2011) yang berjudul “Sistem 

Pembinaan Narapidana (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 

Kedungpane Semarang)” menyimpulkan bahwa dalam penelitian ini 

permasalahan yang diangkat adalah bagaimana sistem pembinaan narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang dan bagaimana 

kesesuaian antara peraturan tentang sistem pembinaan narapidana dengan 

pelaksanaan sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 

Kedungpane Semarang. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 

Kedungpane Semarang, maupun untuk mengetahui kesesuaian antara peraturan 

tentang sistem pembinaan narapidana dengan pelaksanaan sistem pembinaan 

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang. 

Pada penelitian yang disusun oleh Johan Hutabarat terdapat kesimpulan yaitu 

pertama sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
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Kedungpane Semarang terdiri dari empat tahapan yaitu tahap awal, tahap 

lanjutan pertama, tahap lanjutan kedua dan tahap akhir. Kemudian kesimpulan 

yang kedua yaitu sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas I Kedungpane Semarang telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah republic Indonesia Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sartika Budi (Skripsi, Fakultas 

Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2013) yang berjudul “Evaluasi Model 

Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita 

Semarang”, menyimpulkan bahwa permasalahan yang diambil dalam penelitian 

ini yaitu bagaimana model pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Wanita Semarang serta kekuatan dan kelemahan model pembinaan 

model pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita 

Semarang. Simpulan dalam penelitian ini yaitu pertama pembinaan yang 

diberikan kepada narapidana wanita yang dilakukan melalui pembinaan 

kepribadian dan pembinaan kemandirian, kedua yaitu manfaat pembinaan yang 

diberikan akan dikembalikan lagi kepada narapidana itu sendiri tidak ada yang 

salah dengan model pembinaannya, pihak Lapas telah memberikan, 

mengupayakan pembinaan dengan baik, serta ketiga yaitu hambatan yang 

dihadapi dari berbagai segi mulai dari segi kualitas program pembinaan dan 

sumber daya manusia, dari segi dana, dari segi warga binaan, dan dari segi sarana 

dan fasilitasnya. 
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Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nani Wita Sembiring (Skripsi, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2009) yang 

berjudul “Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak oleh Lembaga Pemasyarakatan 

Anak Klas II A Tanjung Gusta, Medan”, menyimpulkan bahwa tujuan dalam 

penelitian skripsi ini yaitu untuk mengetahui efektivitas pembinaan narapidana 

anak oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Tanjung Gusta, Medan. 

Dalam penelitian ini kesimpulannya yaitu pembinaan narapidana anak oleh 

Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta sudah dapat dikatakan efiktif, 

dilihat dari pemahaman narapidana terhadap pembinaan yang ada di Lapas, sikap 

narapidana yang sebagaian besar merasa tertarik dan sungguh-sungguh mengikuti 

kegiatan pembinaan, dan reaksi narapidana yang diwujudkan melalui partisipasi 

serta keterlibatan narapidana terhadap pembinaan yang diberikan. 

Dari ketiga penelitian yang penulis telusuri diatas, penulis tertarik untuk 

meneliti tentang Implementasi Pembinaan Narapidana melalui Progressive 

Treatment Programe di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang. Di sini 

permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana implementasi pembinaan 

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang, Bagaimana efektivitas 

dari pelaksanaan Progressive Treatment Programe yang dilaksanakan di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas I Semarang dan faktor apa yang menjadi penghambat dan 

pendukung dalam pelaksanaan Progressive Treatment Programe di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas I Semarang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini berbeda, karena permasalahan pada penelitian terdahulu dalam 

kajian dan obyek yang akan diteliti sudah berbeda. Pada penelitian yang dilakukan 
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oleh Johan Hutabarat mengambil masalah terkait dengan sistem pembinaan 

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, 

sedangkan pada penelitian ini tentang implementasi pembinaan narapidana 

melalui Progressive Treatment Programe di Lembaga Pemasyarakatan Klas I 

Semarang.  

Penelitian yang dilakukan oleh Sartika Budi A. dengan permasalahan yaitu 

bagaimana model pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Wanita Semarang serta kekuatan dan kelemahan model pembinaan model 

pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang 

juga berbeda dengan skripsi ini, selain permasalahannya berbeda obyek yang 

diteliti juga berbeda. Sartika Budi A. meneliti tentang model pembinaan 

narapidana, sedangkan penelitian ini tentang pembinaan narapidana melalui 

Progressive Treatment Programe. Selanjutnya penelitian yang disusun oleh Nani 

Wita Sembiring dengan permasalahan yaitu bagaimana efektivitas pembinaan 

narapidana anak oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Tanjung Gusta, 

Medan berbeda dengan penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dilihat dari subyek 

dan obyek yang diteliti, kajian subyek dan obyek yang diteliti adalah pembinaan 

narapidana anak oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Tanjung Gusta, 

Medan. Sedangkan penelitian yang akan disusun penulis kajian subyek dan 

obyeknya adalah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang. 

Dengan perbedaan tersebut dapatlah dinyatakan bahwa penelitian dengan judul 

Implementasi Pembinaan Narapidana Melalui Progressive Treatment Programe 
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di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang berbeda dengan ketiga penelitian 

terdahulu tersebut. 

 

2.2 Pengertian Implementasi 

Implementasi merupakan sesuatu yang berhubungan dengan sebuah 

kebijakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 529) menerangkan bahwa: 

implementasi berarti “pelaksanaan atau penerapan”. Artinya yaitu implementasi 

dimaknai sebagai sebuah terapan dari rencana yang telah disusun sedemikian 

matang dan terperinci, dimana terapan atau pelaksanaan yang dilakukan harus 

utuh secara keseluruhan. 

Pressman dan Wildavsky mengemukakan bahwa : “implementasi dapat 

dipandang sebagai proses interaksi antara tujuan yang telah ditetapkan dan 

tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan tersebut” 

(http://fisip.uns.ac.id/publikasi/sp3_2_monang_sitorus.pdf). Van Meter dan Van 

Horn juga berpendapat bahwa : “implementasi adalah tindakan-tindakan yang 

dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok 

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah 

digariskan dalam keputusan kebijakan” (https://www.academia.edu/5449148/ 

BAB_II_Kajian_Teoritis). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses interaksi 

pelaksanaan kebijakan dalam bentuk perundang-undangan atau peraturan 

pemerintah yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat sesuai 

dengan apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut. 

https://www.academia.edu/5449148/%20BAB
https://www.academia.edu/5449148/%20BAB
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2.3 Kajian Umum tentang Pidana dan Pemidanaan 

Priyatno (2013: 5) mengungkapkan istilah “hukuman” berasal dari kata 

“straf” dan istilah “dihukum” berasal dari perkataan “Wordt gestraf”. Sedangkan 

Moeljatno (dalam Marlina, 2011: 13) mengatakan bahwa : istilah “hukuman” 

yang berasal dari kata “straf” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan 

“wordt gestraf” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju 

dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah non konvensional, yaitu pidana 

untuk menggantikan kata “straf” dan “diancam dengan pidana” untuk 

menggantikan kata “wordt gestraf”. Muladi dan Barda Nawawi Arief (2010: 2) 

juga mengemukakan bahwa : istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum 

dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena 

istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Hamzah (1986: 1) 

membedakan istilah hukuman dengan pidana yaitu bahwa: 

Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang 

menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. 

Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus, masih juga 

ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau 

nestapa yang menderitakan. Istilah pidana harus dikaitkan dengan 

ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. 

 

Sudarto (dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010: 2) 

mengungkapkan bahwa : “ pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan 

kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”. 

Sedangkan Roeslan Saleh (dalam Priyatno, 2013: 6) menyatakan bahwa : “pidana 

sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja 

ditimpakan negara pada pelaku delik itu”. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa 
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memang nestapa ini bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan 

masyarakat. Dalam hal ini, Suparni (2007: 11) mengungkapkan bahwa : 

Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan 

kepada seorang yang melanggar ketentuan Undang-Undang tidak 

hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan, akan tetapi 

bertujuan agar orang tersebut merasa jera dan membuat pelanggar 

kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya.  

 

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum 

yang dilakukan. “Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan 

dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi 

pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya” (Hamzah 

1986: 6). Poernomo  (dalam Priyatno, 2013: 6) menyatakan bahwa : 

Dalam kepustakaan hukum pidana, menurut alam pemikiran yang 

normatif murni, maka pembicaraan tentang hukum pidana akan selalu 

terbentur pada suatu titik pertentangan yang paradoxal, yaitu bahwa 

pidana di satu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan 

seseorang, akan tetapi di pihak lain ternyata memperkosa kepentingan 

seseorang yang lain dengan memberikan hukuman berupa penderitaan 

kepada orang yang disebut terakhir atau narapidana.  

 

Berdasarkan pengertian pidana di atas Muladi dan Barda Nawawi Arief 

(2010: 4) menegaskan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri 

sebagai berikut : 

1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan 

penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak 

menyenangkan. 

2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 

mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang). 

3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau Badan Hukum 

(korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-

undang. 

4) Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri 

seseorang karena telah melanggar hukum. 
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Tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakikatnya adalah 

suatu penderitaan atau nestapa. Hulsman (dalam Priyatno, 2013: 8) 

mengungkapkan bahwa hakikat pidana adalah “menyerukan untuk tertib” (tot de 

orde roepen); pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk 

mempengaruhi tingkah laku (gedragsbeinvloeding) dan penyelesaian konflik 

(conflictoplossing). Binsbergen (dalam Priyatno, 2013: 8) juga berpendapat bahwa 

: ciri hakiki dari pidana adalah “suatu pernyataan atau penunjukan salah oleh 

penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana (een terechwijzing door de 

overhead gegeven terzake van een strafbaar feit)”. 

Selanjutnya ditekankan oleh Hoefnagels bahwa “pemberian sanksi 

merupakan suatu proses pembangkitan semangat (encouregement) dan pencelaan 

(censure) untuk tujuan agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan 

suatu norma atau undang-undang yang berlaku” (Muladi dan Barda Nawawi 

Arief, 2010: 10). Dengan pengertian demikian maka nampaknya ada penyesuaian 

mengenai hakekat pidana antara Hoefnagels dengan Hulsman. 

Sementara itu yang dimaksud dengan pemidanaan adalah tindakan yang 

diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Sudarto (dalam Marlina, 2011: 33) bahwa : 

Perkataan pemidanaan sinonim dengan istilah „penghukuman‟. 

Penghukuman sendiri berasal dari kata „hukum‟, sehingga dapat 

diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang 

hukumannya (berechten). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, 

tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang 

hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, 

yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerapkali sinonim 

dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh 

hakim. 

 



22 
 

 
 

Berdasarkan pendapat Sudarto tersebut, Marlina (2011: 33) berpendapat 

bahwa : “Pemidanaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap 

pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu 

dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan 

stelsel sanksi hukum pidana dan dalam arti konkret, yang menyangkut berbagai 

badan yang mendukung serta melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana tersebut.  

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana/ sentencing sebagai upaya yang 

sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada 

seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan 

menyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara 

mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan 

hukuman itu sendiri. 

Berkaitan dengan pemidanaan, maka secara tradisional muncullah  teori-

teori pemidanaan (dasar-dasar pembenaran dan tujuan pemidanaan) yang pada 

umumnya dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok teori (Muladi dan Barda Nawawi 

Arief, 2010: 10), yakni :  

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (retributive/ vergelding theorieen). 

Dalam teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 

melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quia peccatum est). Pidana 

merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang 

yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada 

adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. 

2. Teori Relatif atau teori tujuan (utilitarian/ doeltheorieen).  
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Dalam teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut 

dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai 

sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. 

Andenaes (dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010: 16), teori ini dapat 

disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (the theory of social defence).  

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan 

kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai 

tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini pun sering juga 

disebut teori tujuan (utilitarian theory). Jadi dasar pemberian pidana menurut teori 

ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” 

(karena orang membuat kejahatan) melainkan “ne peccetur” (supaya orang jangan 

melakukan kejahatan)”. 

Priyatno (2013: 26) mengatakan bahwa disamping pembagian secara 

tradisional teori-teori pemidanaan seperti dikemukakan di atas, terdapat teori 

ketiga yang disebut Teori Gabungan (Verenigings Theorien). Teori ini merupakan 

kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Ada yang menitikberatkan 

pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. 

Chazawi (2005: 166) berpendapat bahwa : “teori gabungan ini mendasarkan 

pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan 

kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana”.  

Dari penjelasan tentang teori dan pendapat di atas, kita dapat melihat 

adanya perubahan pandangan bahwa terpidana bukanlah sesuatu yang harus 

disingkirkan tetapi harus diperbaiki sehingga dapat kembali dan diterima oleh 
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masyarakat. Untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan adanya suatu lembaga 

yang akan menampung dan membina pelaku kejahatan setelah mendapat putusan 

hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Di dalam Pasal 54 Konsep KUHP Nasional Tahun 2012  telah menetapkan 

empat tujuan pemidanaan yaitu sebagai berikut : 

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma 

hukum demi pengayoman masyarakat. 

2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan 

sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna. 

3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 

memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam 

masyarakat. 

4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 

 

Perumusan tersebut cukup memadai bilamana ditinjau dari pandangan 

integratif Pancasila, sebab faktor-faktor individual dan sosial diperhatikan secara 

integralistik. Penjelasan Pasal 54 Konsep KUHP 2012 menyatakan pemidanaan 

merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim penting 

sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan 

perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana terhadap tertuduh dalam kasus 

tertentu. 

Tujuan penjatuhan pidana yang tercantum dalam rancangan KUHP 

tersebut merupakan penjabaran dari teori gabungan dalam arti luas, sebab meliputi 

usaha prevensi, koreksi, kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa 

bersalah pada terpidana. 

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu 

dikehendakinya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang 
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melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk 

delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan 

masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi 

diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak 

dapat dihindari. 

 

2.4 Pengertian Efektivitas 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 352) menerangkan bahwa: 

“Secara etimologi (bahasa) efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada 

pengaruhnya, akibatnya dan kesannya”. Efektif merupakan kata dasar sementara, 

sedangkan efektivitas merupakan kata sifat dari efektif.  

Ramadhan (dalam Astuti, 2014: 17) mengatakan bahwa : “efektivitas 

selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang 

sesungguhnya dicapai”. Arief (dalam Astuti, 2014: 17) juga berpendapat bahwa : 

“efektivitas mengandung arti “keefektif-an” pengaruh/ efek keberhasilan, atau 

kemanjuran/ kemujaraban”. Sedangkan Abdurrahmat berpendapat bahwa : 

efektivitas adalah manfaat sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah 

tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya. Efektivitas menunjukkan 

keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan” 

(https://mardajie.wordpress.com/perilaku-organisasi/efektivitas-individukelompok 

-dan-organisasi/). Dengan kata lain efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh 

pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh organisasi 

dengan cara dinilai atau diukur dari tingkat keberhasilan yang diperolehnya 

https://mardajie.wordpress.com/perilaku-organisasi/efektivitas
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(https://mardajie.wordpress.com/perilaku-organisasi/efektivitas-individu-

kelompok-dan-organisasi/). 

Dari pengertian-pengertian tentang efektivitas di atas, penulis mengartikan 

bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah 

tercapai sesuatu dengan apa yang telah direncanakan.  

Berdasarkan pendapat Aswari sebagaimana dikutip oleh Rohmad (2012: 7) 

mengatakan bahwa efektivitas dari suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek 

di bawah ini : 

1. Aspek Tugas atau Fungsi 

Seseorang atau lembaga dikatakan efektif jika melaksanakan tugas atau 

fungsinya, begitu juga suatu program pengajaran akan efektif jika tugas dan 

fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan 

baik. 

2. Aspek Rencana atau Program 

Yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pengajaran 

yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau 

program dikatakan efektif. 

3. Aspek Ketentuan dan Aturan 

Efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya 

ketentuan atau aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya 

proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan 

dengan guru maupun yang berhubungan dengan peserta didik, jika aturan ini 

https://mardajie/
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dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah terletak secara 

efektif. 

4. Aspek Tujuan atau Kondisi Ideal 

Suatu program atau kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau 

kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat 

dari prestasi yang dicapai oleh peserta didik. 

Dari keempat aspek di atas dapat disimpulkan bahwa suatu program dapat 

dikatakan efektivitas jika suatu program atau tujuan maupun tugas dan fungsinya 

dapat terlaksana dengan baik.  

Selain aspek-aspek tersebut di atas, untuk mengetahui efektivitas suatu 

kegiatan diperlukan pengetahuan tentang cara mengukur efektivitas. Mudhafier 

(dalam Rohmad, 2012: 8) mengatakan bahwa :  

Ukuran efektif dapat diukur dari beberapa jumlah siswa yang berhasil 

mencapai tujuan belajar dalam waktu yang telah ditentukan, 

spesifikasi jumlah tersebut dinyatakan dalam prosentase. Mengenai 

berapa besarnya prosentase dikatakan efektif tergantung pada standar 

keberhasilan yang sudah ditentukan oleh pengajar yang bersangkutan. 

 

Sumaatmaja Rohmad (2012: 9)  mengatakan bahwa : “pengukuran 

efektivitas secara umum dapat dilihat dari hasil kegiatan yang sesuai dengan 

tujuan dan proses yang tidak membuang-buang waktu serta tenaga”. Jadi dari 

pendapat tersebut bahwa pada dasarnya alat ukur efektivitas terletak pada waktu 

yang digunakan dalam pelaksanaan, tenaga yang melaksanakan dan hasil yang 

telah diperoleh. 

Guna kepentingan penulisan skripsi ini, penulis akan menjelaskan alat 

ukur efektivitas sebagaimana pendapat tersebut di atas sebagai berikut : 
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a. Efektivitas Waktu 

Setiap orang atau kelompok yang melaksanakan kegiatan mengharapkan 

penggunaan waktu yang minimal mungkin. Hal ini berarti bahwa waktu 

sangatlah penting dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang 

diharapkan. Jika waktu dalam menyelesaikan pekerjaan tidak sesuai dengan 

target yang ditetapkan maka itu berarti kegiatan tidak efektif. 

b. Efektivitas Tenaga 

Tenaga yang dimaksud berkenaan dengan tenaga fisik dan pikiran individu 

maupun kelompok yang terlibat dalam suatu kegiatan. Tenaga juga berkenaan 

dengan kuantitas atau jumlah pekerja. Jika jumlah pekerja sangat banyak dan 

hasil yang diperoleh tidak layak maka dapat dikatakan pekerjaan tersebut tidak 

efektif. 

c. Hasil yang Diperoleh 

Alat ukur yang paling utama dalam mengukur efektivitas suatu pekerjaan 

adalah hasil. Pencapaian hasil akhir dari suatu kegiatan dapat dilihat dengan 

menyesuaikan hasil yang diperoleh dengan tujuan yang telah disusun sebelum 

pekerjaan dilaksanakan. Oleh karena itu sebelum kegiatan dilaksanakan, 

ditentukan dulu tujuan yang diharapkan. Jika tujuan tersebut tidak sesuai 

dengan harapan maka artinya kegiatan tidak efektif. 
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2.5 Kajian Umum tentang Progressive Treatment Program 

Chuldun, dkk (2014: 1) dalam bukunya yang berjudul Strategi Konkret 

Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Klas I 

Semarang mengungkapkan bahwa : 

Progressive Treatment Programe merupakan suatu program 

pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan secara 

menyeluruh kepada semua Warga Binaan Pemasyarakatan, yang 

pelaksanaannya dilandasi oleh Tiga Pilar Sistem Pemasyarakatan 

yaitu Petugas, Warga Binaan, dan Masyarakat.  

 

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I 

Semarang Nomor : W.13.PAS.PASI-206-PK.01.05.03 Tahun 2013 tentang 

Program Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Melalui Progressive 

Treatment Programe di LAPAS Klas I Semarang bahwa :   

Progressive Treatment Programe ini merupakan implementasi dari 

tiga pilar Sistem Pemasyarakatan yaitu : 

1. Petugas Pemasyarakatan adalah Pejabat Struktural, Pejabat 

Fungsional dan Staf Senior yang memiliki keterampilan, keahlian 

dan pengetahuan tertentu dalam penyelenggaraan Progressive 

Treatment Programe serta Petugas Pengamanan yang bertugas 

pada blok hunian untuk menggerakkan WBP dan membantu 

kelancaran, keamanan dan ketertiban, pelaksanaan pembinaan yang 

dilakukan Petugas menjadi Sasaran Kerja Pegawai. 

2. Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi : 

a. Profesional adalah WBP yang memiliki keterampilan, keahlian 

dan pengetahuan entrepreneur ship dalam penyelenggaraan 

Progressive Treatment Program. 

b. Administrator adalah WBP yang memiliki keterampilan 

administrasi dalam penyelenggaraan Progressive Treatment 

Program. 

c. Instruktur/ Pelatih adalah WBP yang memiliki keterampilan 

tertentu dalam penyelenggaraan Progressive Treatment 

Program. 

d. Pengajar adalah WBP yang memiliki keterampilan tertentu 

dalam penyelenggaraan Progressive Treatment Program. 
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e. Pekerja adalah WBP yang bekerja pada bidang pekerjaan 

tertentu di Bengkel Kerja LAPAS dalam  penyelenggaraan 

Progressive Treatment Program. 

f. Koordinator adalah WBP yang ditugaskan untuk mengkoordinir 

WBP lainnya di Blok Hunian dalam penyelenggaraan 

Progressive Treatment Program. 

g. Wakil Koordinator adalah WBP yang membantu tugas 

koordinator di Blok Hunian dalam penyelenggaraan Progressive 

Treatment Program. 

h. Kurve adalah WBP yang membantu Koordinator dalam hal 

kebersihan, ketertiban dan keamanaan di blok hunian dalam 

penyelenggaraan Progressive Treatment Program. 

i. Peserta Pelatihan adalah WBP yang mengikuti pelatihan tertentu 

yang diselenggarakan oleh Lapas. 

3. Masyarakat meliputi : 

a. Instansi Pemerintah antara lain : Dinas Pendidikan, Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Dinas Koperasi 

Usaha Kecil Mikro dan Menengah, Dinas Kesehatan, Kantor 

Kementrian Agama, dan lainnya. 

b. Akademisi antara lain : Dosen, Penulis, Mahasiswa. 

c. Tokoh Agama/ Tokoh Masyarakatantara lain : Kyai, Ustadz, 

Penyuluh Agama, Pastor, Pendeta, Budayawan, Pemerhati 

Masalah sosial dan lainnya. 

d. Dunia Usaha antara lain : Perusahaan, Pengusaha, Wiraswasta, 

dan lainnya. 

e. Lembaga Swadaya Masyarakat antara lain : Bidang Pendidikan, 

Bidang Keagamaan, Bidang Sosial, Bidang Kesehatan dan 

lainnya. 

f. Media Massa antara lain : Media Cetak dan Media Elektronik 

serta jejaring social lainnya. 

g. Keluarga antara lain : Orang Tua Kandung, Istri, Anak Kandung 

dan Saudara Kandung.  

 

Selain itu dalam Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I 

Semarang Nomor : W.13.PAS.PASI-206-PK.01.05.03 Tahun 2013 juga 

mengungkapkan bahwa Progressive Treatment Programe ini meliputi dua 

program yaitu : 

1. Character Building Programe, merupakan Program Pembinaan 

yang berkaitan dengan aspek kepribadian Warga Binaan 

Pemasyarakatanm (WBP). 
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2. Production Training Programe, merupakan Program Pembinaan 

yang berkaitan dengan aspek keterampilan (skill) dan kemandirian 

(manajerial) Warga Binaan Pemasyarakatanm (WBP).  

 

Dalam pembinaan ini mencakup keseluruhan aspek hidup warga binaan 

selama di Lembaga Pemasyarakatan yang terukur, terstruktur dan terjadwal serta 

terdapat penilaian/ score tertentu pada tiap jenis/ bentuk pembinaan. Chuldun, dkk 

(2014: 2) juga mengungkapkan bahwa dalam  Progressive Treatment Programe 

ini meliputi dua program yaitu : 

1. Character Building Programe 

Merupakan pembinaan mendasar dalam mengelola kepribadian Warga 

Binaan Pemasyarakatan yang memiliki karakteristik dan latar 

belakang yang berbeda.  

2. Production  Training Programe 

Merupakan bagian dari Progressive Treatment Programe yang 

berkaitan dengan aspek keterampilan (skill) dan kemandirian 

(manajerial) Warga Binaan Pemasyarakatan. Aspek Skill merupakan 

pembinaan khusus yang diberikan kepada WBP dalam latihan 

keterampilan kerja dan produksi sesuai dengan minat dan bakatnya 

maupun keahliannya, sedangkan Aspek Manajerial dilakukan dalam 

upaya meningkatkan kemampuan mengelola pekerjaan tertentu 

dengan tahapan merencanakan, menyiapkan bahan, melakukan 

pengelolaan, menyajikan, mendistribusikan, memasarkan, hingga 

mampu melakukan kalkulasi antara permodalan dengan penjualan dan 

keuntungan.  

 

Adapun kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam Character Building 

Programe maupun Production Training Programe menurut Keputusan Kepala 

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang Nomor : W.13.PAS.PASI-206- 

PK.01.05.03 Tahun 2013 yaitu sebagai berikut :  

1. Character Building Programe meliputi : 

a. Tingkat Ketaqwaan Kepada Tuhan YME. 

b. Tingkat Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. 

c. Tingkat Kecerdasan Intelektual. 

d. Tingkat Kematangan Sikap dan Perilaku. 
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e. Tingkat Kesehatan Jasmani dan Rohani. 

f. Tingkat Kesadaran Hukum. 

2. Production Training Programe meliputi : 

a. Usaha Penjahitan. 

b. Usaha Persepatuan. 

c. Usaha Perkayuan. 

d. Usaha Kaos Sablon. 

e. Usaha Keset Perca. 

f. Usaha Pengelasan. 

g. Dll. 

 

2.6 Kajian Umum tentang Narapidana 

Pengertian narapidana berasal dari dua suku kata yaitu “nara” artinya 

“orang” dan “pidana” artinya hukuman dan kejahatan (pembunuhan, perampokan, 

pemerkosaan, narkoba, korupsi dan sebagainya). Jadi pengertian narapidana 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 952) diartikan sebagai orang 

hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak 

pidana). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan, ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan pengertian 

narapidana diatur pada Pasal 1 angka 7, yaitu bahwa : “Narapidana adalah 

Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.” Walaupun 

terpidana kehilangan kemerdekaannya, tetapi ada hak-hak narapidana yang tetap 

dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.  

Dalam pengertian sehari-hari narapidana adalah orang-orang yang telah 

melakukan kesalahan menurut hukum dan harus dimasukkan ke dalam penjara. 

Dalam Ensiklopedia Indonesia (dalam Susetyo, 2013: 9), bahwa : 

Status narapidana dimulai ketika terdakwa tidak lagi dapat 

mengajukan banding, pemeriksaan kembali perkara atau ditolak 
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permohonan grasi kepada presiden atau menerima keputusan hakim 

pengadilan. Status terdakwa menjadi status terhukum dengan sebutan 

napi sampai terhukum selesai menjalani hukuman (penjara) atau 

dibebaskan. 

 

2.7 Hak dan Kewajiban Narapidana 

Marlina (2011: 127) dalam dalam bukunya yang berjudul Hukum 

Panitensier mengungkapkan bahwa :  

Selama di Lapas, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh 

hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia. Dengan kata lain, hak 

perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan 

kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan 

keterampilan, olah raga, atau rekreasi. 

 

Untuk mewujudkan sistem pembinaan pemasyarakatan tersebut, maka 

secara tegas pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan mengatur tentang hak-hak yang dimiliki oleh narapidana. Pasal 

14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (Marlina, 2011: 127), menentukan 

bahwa : 

(1) Narapidana berhak :  

a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 

b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 

c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 

d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 

e. menyampaikan keluhan; 

f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 

lainnya yang tidak dilarang; 

g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 

h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang 

tertentu lainnya; 

i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 

j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 

keluarga; 

k. mendapatkan pembebasan bersyarat;  

l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan  
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m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

Di samping hak-hak narapidana juga ada kewajiban yang harus dipenuhi 

oleh narapidana seperti yang tertuang dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1995 (dalam Priyatno, 2006: 167) yang  menentukan bahwa : 

a. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan 

kegiatan tertentu. 

b. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 

2.8 Kajian Umum tentang Pembinaan Narapidana 

Pengertian pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 193) 

yang diambil dari kata dasar “bina” yang artinya membangun sesuatu (negara, 

orang, dsb) supaya lebih baik. Dan pembinaan itu sendiri artinya proses, cara, 

perbuatan membina (negara, orang, dsb). Sehingga Pembinaan itu berarti suatu 

proses atau cara yang dilakukan untuk membina orang supaya menjadi lebih baik.  

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan 

dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pengertian pembinaan diatur 

dalam Pasal 1 ayat (1), yaitu : “pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan 

kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, 

profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan”. 

Harsono (1995: 5) berpendapat bahwa : “pembinaan narapidana adalah 

sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai 

beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan”. 
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Harsono (1995: 47) juga berpendapat bahwa tujuan pembinaan adalah 

pemasyarakatan, yang dapat dibagi dalam 3 (tiga) hal yaitu : 

a. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan 

tindak pidana. 

b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam 

membangun bangsa dan negaranya. 

c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat. 

 

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan 

orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Harsono 

(1995: 51) berpendapat bahwa ada 4 komponen penting dalam membina 

narapidana, yaitu : 

a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri. 

b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat. 

c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana 

pasa saat masih di luar Lembaga Pemasyarakatan/ Rutan, dapat 

masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat. 

d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas 

keagamaan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, 

Rutan, Balai Bispa, Hakim Wasmat dan lain sebagainya. 

 

Sahardjo (dalam Harsono, 1995: 2) mengungkapkan bahwa ada 10 

(sepuluh) prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana. Prinsip-prinsip untuk 

bimbingan dan pembinaan tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya 

bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam 

masyarakat. 

b. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara. 

c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan 

bimbingan. 

d. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau 

lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga. 
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e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus 

dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari 

masyarakat. 

f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat 

mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga 

atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk 

pembangunan negara. 

g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila. 

h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia 

meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada 

narapidana bahwa ia itu penjahat. 

i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. 

j. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan 

pelaksanaan sistem pemasyarakatan. 

 

Harsono (1995: 3) menyatakan bahwa : “kesepuluh prinsip-prinsip 

bimbingan dan pembinaan narapidana, lebih dikenal sebagai Sepuluh Prinsip 

Pemasyarakatan”. Ada tiga hal yang dapat ditarik dari kesepuluh prinsip 

pemasyarakatan menurut Harsono (1995: 3), yaitu bahwa : 

Sebagai tujuan, proses dan pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. 

Sebagai tujuan, proses dan pelaksanaan pidana penjara di Indonesia, 

pemasyarakatan telah berjalan lebih dari seperempat abad. Dalam 

usianya yang semakin dewasa, pemasyarakatan baik sebagai tujuan, 

proses, pelaksanaan pidana maupun sebagai disiplin ilmu, telah 

membuktikan kemandiriannya, sekaligus telah membuktikan 

keberhasilan dan kegagalannya. 

 

Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan. 

Tahap-tahap pembinaan narapidana menurut Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan 

Pemasyarakatan dibagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu : “(a) tahap awal, (b) tahap 

lanjutan dan (c) tahap akhir ”.  
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Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan 

bahwa :  

1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(2) huruf a bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan 

berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari 

masa pidana. 

2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (2) huruf b meliputi : 

a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal 

sampai dengan ½ (seperdua) dari masa pidana. 

b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan 

pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa pidana. 

3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai 

dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang 

bersangkutan. 

 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM 

menyatakan bahwa telah diterbitkan suatu petunjuk pelaksanaan pembinaan 

narapidana di dalam lembaga, yang disebut Manual Pemasyarakatan (dalam 

Lamintang, 2012: 175), menyatakan bahwa : “pembinaan terhadap para narapidana 

itu didasarkan pada lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim, dan dihubungkan 

dengan urgensi pembinaan”. Di dalam Manual Pemasyarakatan dikenal 3 (tiga) 

tingkat pembinaan, masing-masing sebagai berikut : 

a. Pembinaan tingkat nasional yang berlaku bagi mereka yang dijatuhi 

pidana lebih dari lima tahun. 

b. Pembinaan tingkat regional yang berlaku bagi mereka yang dijatuhi 

pidana antara satu sampai dengan lima tahun. 

c. Pembinaan tingkat lokal yang berlaku bagi mereka yang dijatuhi 

pidana kurang dari satu tahun. 
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Dalam proses pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan 

dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung guna mencapai keberhasilan yang ingin 

dicapai. Sarana dan prasarana menurut Susetyo (2013: 5) meliputi  : 

a. Sarana Gedung Pemasyarakatan, merupakan representasi keadaan 

penghuni di dalamnya. Keadaan gedung yang layak dapat 

mendukung proses pembinaan yang sesuai harapan. Di Indonesia 

sendiri, sebagian besar bangunan Lembaga Pemasyarakatan 

merupakan warisan kolonial, dengan kondisi infrastruktur yang 

terkesan “angker” dan keras. Tembok tinggi yang mengelilingi 

dengan teralis besi menambah kesan seram penghuni. 

b. Pembinaan narapidana, berupa sarana untuk pendidikan keterampilan 

di Lembaga Pemasyarakatan sangat terbatas, baik dalam jumlahnya 

maupun dalam jenisnya, dan bahkan ada sarana yang sudah demikian 

lama sehingga tidak lagi berfungsi, hasilnya tidak memadai dengan 

barang-barang yang diproduksikan di luar (hasil produksi 

perusahaan). 

c. Petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, ternyata dapat 

dikatakan belum sepenuhnya dapat menunjang tercapainya tujuan 

dari pembinaan itu sendiri, mengingat sebagian besar dari mereka 

relatif belum ditunjang oleh bekal kecakapan melakukan pembinaan 

dengan pendekatan humanis yang dapat menyentuh perasaan para 

narapidana, dan mampu berdaya cipta dalam melakukan pembinaan. 

 

Berlandaskan kepada Surat Edaran Nomor K.P.10.13/3/1/ tanggal 8 

Februari 1965 tentang Pemasyarakatan (dalam Priyatno, 2006: 99), maka metode 

yang dipergunakan dalam proses pemasyarakatan ini meliputi 4 (empat) tahap, 

yaitu : “(a) tahap Orientasi/ Pengenalan, (b) tahap Asimilasi dalam arti sempit, (c) 

tahap Asimilasi dalam arti luas dan (d) tahap Integrasi dengan Lingkungan 

Masyarakat”. 

Dalam membina narapidana, dapat digunakan banyak metode pembinaan. 

Beberapa hal dari metode pembinaan menurut Harsono (1995: 342), antara lain : 

(1) Metode pembinaan berdasarkan situasi 

Dalam pembinaan berdasarkan situasi kita harus mampu merubah cara 

berpikir narapidana, untuk tidak tergantung kepada situasi yang 
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menyertai dalam pembinaan, tetapi menguasai situasi tersebut, 

sehingga pembinaan dapat diterima dengan baik, lengkap dan dapat 

dipahami secara sempurna. Dalam menguasai situasi dalam 

pembinaan, dapat kita berikan dua pendekatan dalam pembinaan, 

menurut kebutuhan pembinaan bagi narapidana yaitu pendekatan dari 

atas (Top down approach) yang dalam pembinaan ini, materi 

pembinaan berasal dari pembina, atau paket pembinaan bagi 

narapidana telah disediakan dari atas dan pendekatan dari bawah 

(Bottom up approach) yang merupakan suatu cara pembinaan 

narapidana dengan memperhatikan kebutuhan pembinaan atau 

kebutuhan belajar narapidana.  

(2) Pembinaan Perorangan (Individual treatment) 

Pembinaan perorangan diberikan kepada narapidana secara 

perorangan oleh petugas pembina. Dalam pembinaan narapidana, 

pembinaan perorangan sering tidak atau kurang diperhatikan oleh para 

pembina. Para pembina lebih suka mengadakan pembinaan secara 

kelompok, karena pembinaan secara kelompok dianggap dan dirasa 

lebih cepat penyajiannya dan lebih mudah penyampaiannya. 

(3) Pembinaan Secara Kelompok (Classical Treatment) 

Pembinaan secara kelompok dapat dilakukan dengan metode ceramah, 

Tanya-jawab, simulasi, permainan peran, atau pembentukan tim (team 

building). Pemilihan metode tergantung kepada materi yang akan 

disajikan, tujuan yang hendak dicapai dari proses pembinaan. Metode 

yang digunakan tidak harus berdiri sendiri, tetapi dapat digabungkan 

sesuai dengan kondisi pembinaan dan tujuannya. 

(4) Belajar dari Pengalaman (Experiential Learning) 

Dalam metode ini, narapidana diminta untuk belajar dari pengalaman. 

Sejumlah pengalaman dapat kita susun sebagai materi dalam 

pembinaan. Salah satu hal yang paling penting dalam belajar dari 

pengalaman, adalah belajar mengenai komunikasi dan belajar dari 

pengalaman baru, baik pengalaman diri sendiri atau pengalaman orang 

lain. 

(5) Auto Sugesti 

Auto Sugesti merupakan sarana/ alat untuk mempengaruhi bawah 

sadar manusia, dengan cara memasukkan saran-saran/ pengaruh/ 

perintah, untuk melakukan suatu tindakan, sesuai dengan saran yang 

diberikan. Saran, pengaruh, timbul dari dan untuk diri sendiri, melalui 

alam sadar untuk mempengaruhi alam bawah sadar. Sebagai alat, 

sarana, metode, maka auto sugesti dapat digunakan untuk metode 

pembinaan narapidana, terutama untuk narapidana yang sudah mampu 

mengenal diri sendiri, yang memiliki kepercayaan diri, yang siap 

untuk merubah hidupnya, dari kehidupan sekarang menjadi kehidupan 

yang lebih baik lagi. 
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2.9 Kajian Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan 

2.9.1 Pengertian Pemasyarakatan 

Selain kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan terdapat komponen 

lain yang pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari satu kesatuan dalam sistem 

peradilan pidana, komponen tersebut adalah pemasyarakatan. Lembaga ini 

memiliki fungsi yang penting dalam sistem peradilan pidana, karena 

keberadaannya menentukan tujuan yang harus dibangun oleh sistem peradilan 

pidana, khususnya proses pembinaan bagi narapidana, agar nantinya narapidana 

tersebut setelah keluar dari masa tahanan dapat diterima kembali oleh masyarakat. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 844) menerangkan bahwa : 

“Secara Etimologi, pemasyarakatan dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan 

memasyarakatkan (memasukkan ke dalam masyarakat, menjadikan sebagai anggota 

masyarakat)”. 

Effendi (2013: 163) berpendapat dalam bukunya yang berjudul Sistem 

Peradilan Pidana mendefinisikan bahwa Pemasyarakatan merupakan : 

Komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana maupun dalam 

proses peradilan pidana. Sebagai sebuah tahapan pemidanaan yang 

terakhir, sudah semestinya dapat memenuhi harapan dan tujuan dari 

sistem peradilan pidana terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses 

pemidanaan dari mulai kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Harapan 

dan tujuan tersebut bisa berupa aspek pembinaan terhadap penghuni 

Lembaga Pemasyarakatan.  

 

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

pengertian Pemasyarakatan diatur pada Pasal 1 angka 1 yaitu : “Pemasyarakatan 

adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan 
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berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir 

dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”. 

Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 

1990 tentang Pola Pemidanaan Narapidana/ Tahanan menyebutkan bahwa :  

Pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi 

pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, anak negara dan bimbingan 

klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan 

secara bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum) dengan 

tujuan agar mereka setelah menjalani pidananya dapat kembali menjadi 

warga masyarakat yang baik.  

 

Priyatno (2013: 109) berpendapat bahwa : “Pemasyarakatan merupakan 

bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian 

integral dari tata peradilan terpadu (integrated criminal justice system)”. Dengan 

demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara 

pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dari satu rangkaian proses penegakan hukum. 

2.9.2 Lembaga Pemasyarakatan 

Di dalam proses peradilan pidana yang terakhir adalah Lembaga 

Pemasyarakatan. Lamintang (2012: 165) menyatakan bahwa : “Lembaga 

Pemasyarakatan ialah suatu lembaga, yang dahulu juga dikenal sebagai rumah 

penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan 

pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka”. 

Sahardjo (dalam Lamintang 2012: 165) menyatakan bahwa : sebutan “rumah 

penjara di Indonesia itu sejak bulan April 1964 telah diubah menjadi Lembaga 

Pemasyarakatan”. 
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Lembaga Pemasyarakatan itu bukan saja sebagai tempat untuk semata-

mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau 

mendidik orang-orang terpidana, agar mereka itu setelah selesai menjalankan 

pidana mereka, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan 

kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan 

taat pada hukum yang berlaku. 

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

pengertian Lembaga Pemasyarakatan diatur pada Pasal 1 angka 3 yaitu : 

“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk 

melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. 

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat bagi orang yang dihukum untuk 

dibina selama menjalankan masa hukumannya. 

Demikianlah jika warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelak bebas 

dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan 

lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sediakala. Fungsi pemidanaan 

tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan 

reintegrasi sosial Warga Binaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. 

2.9.3 Sistem Pemasyarakatan 

Sistem Pemasyarakatan pertama kali ada di Indonesia pada tahun 1964. 

Sistem pemasyarakatan menurut Sahardjo (dalam Marlina, 2011: 124) di 

antaranya menyebutkan bahwa : “tujuan pidana penjara yaitu di samping 

menimbulkan rasa derita pada narapidana karena kehilangan kemerdekaan 
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bergerak, membimbing narapidana agar bertaubat, mendidik agar menjadi anggota 

masyarakat yang baik”. 

Sanusi Has (dalam Marlina, 2011: 124) berpendapat bahwa ada beberapa 

hal pelaksanaan terhadap terpidana yang didasarkan pada pandangan : 

a. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai 

manusia meskipun telah tersesat, tidak boleh selalu ditunjukkan 

pada narapidana bahwa ia itu penjahat, sebaliknya ia selalu merasa 

bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. 

b. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang 

hidup diluar masyarakat, narapidana harus kembali ke masyarakat 

sebagai warga yang berguna sedapat-dapatnya tidak terbelakang. 

c. Narapidana hanya dijatuhi kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi 

perlu diusahakan supaya narapidana mempunyai suatu pencaharian 

dan mendapatkan upah untuk pekerjaannya. 

 

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan 

bahwa : 

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas 

serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan 

Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang 

dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan 

Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak 

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan 

dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung 

jawab.  

 

Marlina (2011: 126) menyatakan bahwa : “dari rumusan Pasal 1 ayat 2 

terlihat pernyataan tersebut menggambarkan bahwa unsur-unsur sistem 

pemasyarakatan adalah pembina (personil/ staf lembaga pemasyarakatan), yang 

dibina (narapidana) dan masyarakat”.  

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, menyebutkan 

bahwa : 
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Sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka 

membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia 

seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak 

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan 

dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung 

jawab. 

 

Dari penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 disebutkan 

bahwa yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya adalah upaya 

untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya 

dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia 

dan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya”. 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 

menyebutkan bahwa : 

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan 

Pemasyrakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, 

sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang 

bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan „berintegrasi 

secara sehat‟ menurut Priyatno (2006: 106) adalah “pemulihan kesatuan 

hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat”. 
 

Sistem pemasyarakatan yang dimuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) 

tersebut dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana didasarkan pada 

beberapa hal, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1995, yang menyatakan bahwa : 

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas, 

yakni (1) pengayoman, (2) persamaan perlakuan dan pelayanan, (3) 

pendidikan, (4) pembimbingan, (5) penghormatan harkat dan martabat 

manusia, (6) kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya 

penderitaan dan (7) terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan 

keluarga dan orang-orang tertentu.  
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2.9.4 Warga Binaan Pemasyarakatan 

Para warga binaan harus dididik, diasuh, dibimbing dan diarahkan pada 

tujuan yang bermanfaat baik untuk diri sendiri dan keluarganya maupun bagi 

masyarakat setelah pada waktunya dapat kembali kemasyarakat. Adapun Warga 

Binaan Pemasyarakatan yaitu terdiri atas : (1) narapidana, (2) orang-orang yang 

ditahan untuk sementara, (3) orang-orang yang disandera dan (4) orang-orang lain 

yang dimasukkan dengan perintah walaupun tidak menjalani pidana. Selain itu 

macam-macam warga binaan pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1995 diatur pada Pasal 1 point ke 5, yaitu: “Warga Binaan 

Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien 

Pemasyarakatan”. 

Penggolongan Warga Binaan Pemasyarakatan yang diatur di dalam pasal 1 

angka 5, menurut Priyatno (2006: 110) dibagi lagi dalam beberapa golongan 

Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu : 

1) Narapidana  

a Terpidana yang diterima di LAPAS wajib didaftar. 

b Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mengubah status 

Terpidana menjadi Narapidana. 

2) Anak Didik Pemasyarakatan 

a Anak Pidana  

Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan 

menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 

18 (delapan belas) tahun. 

b Anak Negara  

Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan 

disertakan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS 

Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. 

c Anak Sipil  

Anak Sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau 

walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di 

LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) 

tahun. 



46 
 

 
 

3) Klien Pemasyarakatan (Klien) 

Setiap Klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan 

yang diadakan oleh BAPAS. Setiap Klien yang dibimbing oleh 

BAPAS wajib didaftar. Klien terdiri dari : 

a Terpidana bersyarat. 

b Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan 

pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas. 

c Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, 

pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan 

sosial. 

d Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat 

di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang 

ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau 

badan sosial. 

e Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya 

dikembalikan kepada orang tua atau walinya (Pasal 42 ayat (1)). 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1995, dinyatakan bahwa : “Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan 

di Lapas dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh 

Bapas. Sedangkan pembinaan di Lapas dilakukan terhadap Narapidana dan Anak 

Didik Pemasyarakatan”. 

 

2.10 Kerangka Berpikir 

Logika berpikir penulis berawal dari adanya realita yang terjadi saat ini 

ketika hukum di Indonesia sudah tidak lagi berada pada alur yang sebenarnya. 

Pemberian sanksi pidana yang tadinya bertujuan untuk menjerakan si pelaku, 

berubah menjadi ajang pembalasan. Seorang pelaku telah melakukan tindak 

pidana dan sudah diputus dengan Putusan Pengadilan yang tetap (in craht van 

gewijsde) berupa pemidanaan. Setelah ia berstatus sebagai narapidana, kemudian 

narapidana itu dibina dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan. Dalam 
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pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang 

melalui Progressive Treatment Programe yaitu meliputi Character Building 

Programe dan Production Training Programe.  

Untuk itu penulis ingin meneliti mengenai implementasi pembinaan 

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang, Efektivitas dari 

pelaksanaan Progressive Treatment Programe yang dilaksanakan di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas I Semarang serta Faktor Penghambat dan Pendukung dalam 

pelaksanaan Progressive Treatment Program. Penulis memilih lokasi pembinaan 

di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang. 

Berikut skema kerangka berpikir sebagaimana telah dijelaskan diatas : 
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Bagan 2.1 Skema  Kerangka Berpikir 

Putusan Pengadilan 

Bebas Lepas  Pemidanaan 

Pidana 

Penjara  

Character 

Building 

Programe 

Pidana 

Mati  

Pidana 

Kurungan 

Pidana 

Denda  

Production  

Training 

Programe 

Lembaga 
Pemasyarakatan  

Pidana 
Tutupan  

Progressive Treatment 

Programe 

Pidana 

Pokok  

Pidana 

Tambahan  

Tindak Pidana 

/Kejahatan 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

metode penelitian kualitatif. Menurut Ashshofa (2010: 21) dalam bukunya yang 

berjudul Metode Penelitian Hukum mendefinisikan bahwa : 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memusatkan perhatiannya 

pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan 

gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola analisis gejala-

gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dan 

masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran 

mengenai pola-pola yang berlaku. 

 

3.2 Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan yuridis sosiologis atau socio legal research, dimana dalam penelitian 

ini langkah-langkah teknis yang dilakukan mengikuti pola penelitian ilmu sosial 

khususnya sosiologi. Sebab permasalahan yang akan diteliti adalah didasarkan 

pada pelaksanaan pembinaan narapidana melalui Progressive Treatment 

Programe. Soemitro (1988: 34) mendefinisikan bahwa pendekatan yuridis 

sosiologis adalah : 

Suatu penelitian hukum dimana hukum tidak dikonsepsikan suatu 

gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi 

sosial yang dilakukan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang 

lain. Menurut pandangan penelitian ini, hukum di pelajari sebagai 

variabel akibat (dependent variable) yang menimbulkan akibat-akibat 

pada berbagai segi kehidupan sosial. 
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3.3  Fokus Penelitian 

Pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, 

tetapi dilakukan berdasarkan presepsi seseorang terhadap adanya masalah. 

“Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus” (Moleong, 2007: 

93). Jadi dalam penelitian kualitatif sebenarnya adalah masalah itu sendiri. Sesuai 

dengan pokok permasalahan, penelitian ini difokuskan untuk mengungkap 

masalah yang diangkat yaitu berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan 

narapidana melalui Progressive Treatment Programe di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas I Semarang. Apabila dirinci maka fokus penelitian adalah 

untuk mengungkap hal-hal sebagai berikut :  

1. Implementasi pembinaan narapidana  di Lembaga Pemasyarakatan Klas I 

Semarang. 

2. Efektivitas dari pelaksanaan Progressive Treatment Programe yang 

dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang. 

3. Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan Progressive 

Treatment Programe di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang.  

 

3.4 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penulisan skripsi ini adalah tempat-

tempat yang berkaitan dan menjadi sumber informasi dari permasalahan yang 

dibahas. Untuk mencapai kebenaran informasi lapangan tentang pelaksanaan 

pembinaan narapidana melalui Progressive Treatment Programe, maka penulis 

memutuskan untuk mengambil lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I 
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Semarang karena merupakan suatu Lembaga Pemasyarakatan yang 

mengembangkan Progressive Treatment Programe. 

 

3.5 Populasi dan Sampel 

3.5.1 Populasi  

Nasution (2008: 145) mengemukakan bahwa : “populasi adalah seluruh 

objek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, 

tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang mempunyai 

ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti”.  

Populasi dalam penelitian ini yaitu keseluruhan narapidana yang menjalani 

pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang. Jumlah populasi  ini 

dapat berubah setiap saat karena bebas dan masuknya narapidana baru. Dari data 

yang diperoleh tercatat bahwa jumlah penghuni Lapas Klas I Semarang sampai 

awal bulan Februari 2015 yaitu sebanyak 1223 orang yang terbagi atas 3 kategori 

adalah sebagai berikut : 

1. Tahanan yang berjumlah 520 orang. 

2. Narapidana yang berjumlah 693 orang. 

3. Anak Didik Pemasyarakatan yang berjumlah 10 orang. 

3.5.2 Sampel  

Sampel merupakan suatu bagian dalam populasi yang akan diteliti dan 

yang dianggap dapat menggambarkan populasinya (Soehartono, 2004: 57). Dalam 

pengambilan sampel, penulis menggunakan teknik pengambilan sampel secara 

purposive sampling yang artinya pengambilan sampel ditetapkan secara sengaja 
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oleh penulis, dimana narapidana tersebut yang penulis anggap dapat mengerti dan 

memahami manfaat dari pembinaan yang diberikan. Penulis dalam hal ini 

mengambil sampel sebanyak 30 orang dengan kategori 5 orang diwawancari 

secara langsung dan 25 orang mengisi kuesioner. 

 

3.6 Sumber Data Penelitian 

Sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh, diambil, dan 

dikumpulkan. Menurut Moleong (2007: 157) “sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen, dan lain-lain”. Data penelitian ini dapat diperoleh dari 

berbagai sumber sebagai berikut : 

3.5.1 Sumber Data Primer 

Data primer adalah “data yang diperoleh secara langsung dari informan 

atau masyarakat” (Soemitro, 1994: 10). Selain itu sumber data primer juga dapat 

berupa informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan atau objek 

penelitian tentang analisis yuridis sosiologis terhadap pelaksanaan pembinaan 

narapidana melalui Progressive Treatment Programe. Data primer dalam 

penelitian ini yang digunakan adalah data yang berasal dari informan dan 

responden, yaitu sebagai berikut : 

1. Informan 

Informan adalah “orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak 

pengalaman tentang latar penelitian” (Moleong, 2007: 132). Informan yang 
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dimaksud di sini adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang yang 

berwenang memberikan informasi terkait dengan permasalahan dari objek 

penelitian mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana melalui Progressive 

Treatment Programe di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang. 

2. Responden  

Responden adalah “orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan 

peneliti, untuk tujuan penelitian itu sendiri” (Ashshofa, 2010: 22). Responden 

dalam penelitian ini adalah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berada di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang. 

3.5.2 Sumber Data Sekunder 

Menurut Ali (2014: 106) “Sumber data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan 

objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk buku laporan, skripsi, tesis, 

disertasi dan peraturan perundang-undangan”. Data sekunder tersebut, dapat 

dibagi menjadi : 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu seperti : 

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan 

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara 

Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan. 
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d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 

2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti 

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan 

Cuti Bersyarat. 

e. Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang Nomor : 

W.13.PAS.PASI-206-PK.01.05.03 Tahun 2013 tentang Program Pembinaan 

Warga Binaan Pemasyarakatan Melalui Progressive Treatment Programe di 

LAPAS Klas I Semarang. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang 

terdiri dari buku-buku yang membahas tentang Progressive Treatment Programe 

dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dijadikan sebagai 

pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada penelitian ini 

sebagai bahan hukum tersier berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang ditempuh peneliti untuk 

memperoleh data yang akan diteliti. Untuk mengumpulkan data dalam suatu 

penelitian diperlukan teknik pengumpulan data yang sesuai agar proses penelitian 
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dapat berjalan lancar. Dalam penelitian ini menggunakan teknik studi 

kepustakaan, observasi dan wawancara. Penjabarannya adalah sebagai berikut : 

1. Studi Kepustakaan  

Dalam penelitian ini, studi kepustakaan ini diperoleh dengan jalan 

membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, perundang-undangan atau data-

data yang berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan 

narapidana melalui Progressive Treatment Programe di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas I Semarang. Dokumen-dokumen dari berbagai obyek 

penelitian disusun dan dianalisis untuk memecahkan permasalahan yang diangkat. 

2. Studi Lapangan  

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui kegiatan peneliti 

langsung turun ke lokasi penelitian untuk mencari fakta-fakta yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini ditempuh dengan cara : 

a. Metode Observasi 

Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2013: 145) mengemukakan bahwa : 

“observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah 

proses pengamatan dan ingatan”. Adapun “tujuan dari observasi adalah untuk 

mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam 

kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang 

diamati tentang peristiwa yang bersangkutan“ (Ashshofa, 2010: 58). 
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Dalam penelitian ini, penulis mengamati secara langsung pelaksanaan 

pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang, dengan 

menggunakan alat pengumpulan data yang berupa foto. 

b. Kuesioner 

Yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan tertentu 

untuk dijawab oleh responden (Abdurrahman, 2009: 112). Jenis pertanyaan yang 

penulis gunakan yaitu pertanyaan tertutup dimana bahwa jenis pertanyaan ini 

jawabannya sudah ditentukan dahulu dan responden tinggal diberi kesempatan 

untuk memilih jawaban. 

c. Metode Wawancara 

Wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu” (Moleong 2007: 186). Dalam penelitian ini digunakan teknik 

wawancara terbuka yaitu wawancara yang dilakukan secara terbuka, dimana 

subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa 

maksud dan tujuan wawancara itu. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk 

melengkapi data yang diperoleh dari kuesioner yang diajukan.  

 

3.8 Keabsahan Data  

Keabsahan data sangat penting dalam menentukan hasil akhir suatu 

penelitian. Untuk memperoleh validitas tetap, peneliti menjamin keabsahan data 

temuan yang diperoleh dari lapangan penelitian dengan melakukan upaya teknik 
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triangulasi data. Moleong (2007: 330) mengatakan bahwa : “triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik 

triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber 

lainnya”. Menurut Patton (dalam Moleong, 2007: 330), “triangulasi dengan 

sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda dalam penelitian 

kualitatif”. Patton (dalam Moleong, 2007: 331) juga menyatakan bahwa 

triangulasi data ini dapat dicapai dengan jalan: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara; 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi; 

3. Membandingkan tentang apa yang dikatakan orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; 

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

 

Dalam teknik triangulasi data ini penelitian yang dilakukan yaitu dengan 

cara membandingkan data-data yang diperoleh dari berbagai pustaka yang ada 

seperti Undang-Undang, buku literatur yang berkaitan dengan tema, jurnal, 

konvensi-konvensi internasional serta bahan-bahan pustaka lain yang berkaitan 

dengan tema skripsi. 

Berdasarkan pendapat Moleong di atas, maka penulis melakukan 

perbandingan data yang telah diperoleh yaitu data-data primer di lapangan lalu 

dibandingkan dengan data-data sekunder yaitu antara data observasi dengan data 

studi pustaka. Sehingga kebenaran dari data yang diperoleh dapat dipercara dan 

meyakinkan. Dengan cara ini, maka diperoleh hasil yang benar-benar dapat 
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dipercaya keabsahannya. Karena trianggulasi data di atas sesuai dengan penelitian 

yang bersifat kualitatif sebagaimana skripsi ini. 

 

3.9 Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2007: 248) analisis data 

adalah ”upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain”. Data primer dan data sekunder yang diperoleh, dikemukakan dan 

diseleksi untuk kemudian di analisis. Model yang digunakan untuk menganalisis 

data dalam penelitian ini adalah model interaktif analisis data. 

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 

data kualitatif yaitu dengan mengolah dan menganalisis data penelitian yang telah 

terkumpul. Langkah dalam analisis data kualitatif ini adalah: 

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan peneliti 

dalam wawancara, studi kepustakaan dan dokumen, maupun dokumentasi untuk 

mendapatkan data yang lengkap. 

2. Reduksi data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 



59 
 

 
 

dari catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus menerus 

selama proses kualitatif berlangsung. 

Reduksi data bukanlah hal yang terpisah dari analisis pilihan-pilihan 

penelitian tentang data mana yang dikode dan mana yang dibuang, semua itu 

adalah pilihan-pilihan analisis. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang 

menajam, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu serta 

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan 

finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

3. Penyajian data 

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi, yang tersusun memberi 

kemungkinan adanya penarik kesimpulan dan pengambil tindakan. Bentuk 

penyajian data kualitatif yang sering digunakan adalah bentuk teks naratif. 

Penyajian bentuk data kualitatif ini meliputi bentuk matrik, grafik, jaringan dan 

bagan bentuk-bentuk itu telah diolah dan dirancang guna menggabungkan 

informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang perlu dan mudah diraih. 

4. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dari keseluruhan 

data yang telah terkumpul pada proses penelitian yang telah dilaksanakan 

sehingga hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut memperoleh kesimpulan 

atau verifikasi akhir. Simpulan merupakan temuan baru yang belum pernah ada. 

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya 

masih remang-remang atau yang masih gelap dan setelah dilakukan penelitian 

menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 
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Model interaktif analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Model Tahapan Analisis (Miles dan Hubberman, 2007: 20) 

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama 

penulis melakukan penelitian di lapangan, di pustaka dan sumber lain dengan 

membaca dan wawancara yang disebut dengan tahap pengumpulan data. Data 

yang diperoleh dikumpulkan dan diadakan reduksi data dengan memilih data yang 

sesuai dengan fokus penelitian. Setelah direduksi, kemudian dilakukan sajian data. 

Selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga 

tahapan itu telah dilakukan, maka diambil sebuah kesimpulan. 

 

3.10 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh 

penulis dari awal persiapan sampai selesainya penyusunan laporan. Dalam 

penelitian skripsi ini penulis melakukan lima tahapan, yaitu : tahapan penelitian 

Pengumpulan data 

Reduksi data 

Penarikan kesimpulan/ 

Verifikasi 

Penyajian data 



61 
 

 
 

studi pustaka, tahapan pra penelitian, tahapan penelitian terjun ke lapangan (obyek 

penelitian), analisis data, dan penulisan laporan (skripsi).  

Dalam tahap awal yaitu penelitian studi pustaka, penulis mencari pustaka-

pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Pustaka yang diperoleh antara lain : 

Perundang-undangan, buku-buku literatur tentang pelaksanaan pembinaan 

narapidana, literatur-literatur dari internet, data-data dari internet, majalah, 

makalah-makalah dan pustaka-pustaka lainnya. 

Pada tahap kedua yaitu tahap pra penelitian, penulis mempersiapkan segala 

macam yang diperlukan sebelum peneliti terjun ke lapangan obyek penelitian 

yaitu : 

1. Menyusun rancangan penelitian. 

2. Mempertimbangkan secara konseptual teknis serta praktis terhadap tempat 

yang akan digunakan dalam penelitian. 

3. Membuat surat ijin penelitian. 

4. Menentukan responden yang akan membantu peneliti. 

5. Mempersiapkan perlengkapan penelitian. 

6. Dalam penelitian, peneliti harus bertindak sesuai etika yang berkaitan dengan 

tata cara penelitian yang akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I 

Semarang. 

Tahapan selanjutnya adalah terjun ke lapangan penelitian, dalam tahap ini 

peneliti melakukan pengamatan, observasi serta wawancara. Di antara tempat 

yang dijadikan obyek penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan Klas I 

Semarang. Setelah penulis memperoleh data-data yang diperlukan maka tahapan 
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berikutnya adalah melakukan analisis data. Dalam analisis data penulis juga 

menggunakan triangulasi data untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh. 

Dan berikutnya tahapan terakhir yaitu tahapan penulisan laporan (skripsi).  
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BAB 5  

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis 

tentang Implementasi pembinaan narapidana melalui Progressive Treatment 

Programe di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang, maka dapat disimpulkan 

hal-hal sebagai berikut : 

1. Implementasi sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 

I Semarang telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada, 

khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan 

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 

2. Efektivitas dari pelaksanaan Progressive Treatment Programe di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas I Semarang yaitu bahwa pembinaan narapidana yang 

dilaksanakan di LAPAS Klas I Semarang sudah dapat dikatakan efektif, karena 

pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan memenuhi kriteria dalam 

pembinaan narapidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada. 

Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Progressive Treatment 

Programe di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang yaitu faktor yang 

berasal dari petugas, kegiatan, absensi, informasi/ laporan pengawas dan 

penilaian masing-masing padepokan. Sedangkan faktor pendukung dalam
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3. pelaksanaan Progressive Treatment Programe di Lembaga Pemasyarakatan 

Klas I Semarang yaitu faktor yang berasal dari Petugas Pemasyarakatan, 

Warga Binaan Pemasyarakatan dan Masyarakat.   

 

5.2 Saran  

Adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai masukan terkait dengan 

hasil penulisan yang penulis lakukan tentang implementasi sistem pembinaan 

narapidana melalui Progressive Treatment Programe di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas I Semarang adalah sebagai berikut : 

1) Bagi Pihak LAPAS Klas I Semarang khususnya Petugas pembinaan dalam 

perannya sebagai pembina narapidana diharapkan mampu untuk meningkatkan 

mutu pembinaan serta bersungguh-sungguh dalam membina para narapidana 

agar semua proses pembinaan yang dilakukan di LAPAS Klas I Semarang ini 

bisa dijadikan bekal oleh para narapidana setelah keluar dari LAPAS.  

2) Narapidana yang merupakan objek sekaligus subyek pembinaan diharapkan 

berusaha sekuat tenaga dan bersungguh-sungguh untuk mengubah perilaku 

mereka atas dasar kemauan sendiri dan berusaha mengikuti pembinaan yang 

diberikan dengan sebaik-baiknya.  

3) Partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembinaan terhadap 

narapidana masih perlu diperluas lagi cakupannya, tidak hanya masyarakat 

dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang saja yang 

berperan dalam proses pelaksanaan pembinaan tetapi juga melibatkan 

masyarakat di luar lingkungan LAPAS Klas I Semarang. 
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INSTRUMEN WAWANCARA : 

Implementasi Pembinaan Narapidana Melalui Progressive Treatment 

Program di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang 

  

Responden : Warga Binaan Pemasyarakatan Klas I Semarang 

Nama   : 

Umur   : 

Jenis Tindak Pidana : 

Alamat   : 

 

DAFTAR PERTANYAAN : 

1. Bagaimana pola pembinaan selama anda di dalam Lapas Klas 1 Semarang ini 

menurut anda? 

2. Apakah anda mendapatkan hak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan 

kepercayaan anda? 

3. Apakah anda mendapatkan perawatan yang sesuai baik rohani maupun 

jasmani? Jika ya, perawatan seperti apa yang anda dapatkan? 

4. Apakah anda mendapatkan pendidikan dan pengajaran keterampilan? Jika ya, 

pendidikan dan pengajaran  apa yang anda dapatkan? 

5. Apakah anda mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak? 

6. Apakah anda diberikan hak untuk menyampaikan keluhan? 

7. Apakah anda mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 

yang tidak dilarang? Jika ya,  media massa apa yang biasa anda dapatkan? 



 

 
 

8. Apa saja dan bagaimana pembinaan yang anda dapatkan di LAPAS Klas I 

Semarang? 

9. Apakah anda pernah merasa ada perbedaan/ perubahan pembinaan yang saat 

ini anda jalani dari tahun-tahun sebelumnya hingga saat ini? Jika iya 

perbedaan seperti apa yang anda rasakan?  

10. Apakah anda melakukan pekerjaan di dalam Lapas? Jika ya, jenis pekerjaan 

apa yang anda lakukan?  

11. Apakah anda mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang anda 

lakukan? 

12. Apakah anda mendapatkan pengurangan masa pidana? Jika ya, seperti apa 

sistem pengurangan masa pidana yang anda dapatkan dan anda ketahui? 

13. Apakah anda pernah mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti 

mengunjungi keluarga? 

14. Apakah anda tahu bahwa anda berhak mendapatkan pengajuan bebas 

bersyarat? 

15. Apakah anda mengetahui bahwa anda berhak mendapatkan cuti menjelang 

bebas? 

16. Pembinaan seperti apa yang anda harapkan di dalam Lapas? 

17. Bagaimana mengenai fasilitas yang anda dapatkan di dalam Lapas? 

18. Apakah anda mengetahui hak-hak anda sebagai warga binaan? 

19. Apakah pembinaan tersebut cukup memenuhi kebutuhan anda dan teman-

teman di sini (LP) dalam mengisi waktu luang dan mengasah ketrampilan 

serta keahlian anda? 



 

 
 

20. Adakah efek atau dampak dari kegiatan yang diterapkan di sini (LP) terhadap 

pribadi anda? 

21. Dari pembinaan yang ada, pembinaan apa yang menurut anda efektif dan 

memberi banyak manfaat pada anda? 

22. Menurut anda pembinaan jenis apa yang paling memberi motivasi anda untuk 

berubah lebih baik? 

23. Menurut anda, apakah pembinaan yang dilakukan oleh LAPAS Klas I 

Semarang sudah efektif atau berhasil? 

24. Apa kesan dan pesan anda selama menjalani masa pembinaan di sini (LP)? 

 

 

 

 

 

Semarang,       Februari 2015 

Yang menyatakan 

 

 

(   ) 

 

 

 

 



 

 
 

INSTRUMEN WAWANCARA : 

Implementasi Pembinaan Narapidana Melalui Progressive Treatment 

Program di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang 

 

Informan : Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang  

Nama   : 

Pendidikan  : 

Jabatan Institusi : 

 

DAFTAR PERTANYAAN : 

1. Jelaskan sejarah singkat dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang? 

2. Berapa jumlah pegawai laki-laki dan wanita di sini (LP)? 

3. Berapa jumlah kapasitas narapidana di Lapas Klas I Semarang ini? Berapa 

jumlah narapidana dan tahanan saat ini? 

4. Berapa jumlah kamar tiap blok dan berapa daya tampung narapidana dari tiap 

blok? Apa setiap blok sama daya tampungnya atau berbeda-beda?  

5. Apakah fasilitas di tiap-tiap kamar blok? Apa setiap kamar blok memiliki 

fasilitas yang sama dengan blok-blok lain atau ada perbedaan dari tiap kamar 

di setiap blok? Jika ada, apa perbedaannya dan mengapa berbeda? 

6. Adakah fasilitas lain yang digunakan untuk menunjang dalam proses 

pembinaan? Jika ada, fasilitas apa?  

7. Bagaimana sejarah dari Progressive Treatment Program di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas I Semarang? 



 

 
 

8. Bagaimana pola pembinaan narapidana yang dilaksanakan di LAPAS Klas I 

Semarang? 

9. Bagaimana implementasi sistem pembinaan narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas I Semarang sebelum dan sesudah adanya Progressive 

Treatment Program? Apakah ada perbedaan dalam pelaksanaan 

pembinaannya? Jika ada, perbedaan seperti apa? 

10. Bagaimana prosesnya seorang narapidana mendapat pembinaan sejak ia 

masuk hingga selesai menjalani masa pidana? 

11. Bagaimana antusias narapidana dalam menjalankan pembinaan yang 

ditetapkan di LAPAS Klas I Semarang? 

1. Bagaimana proses pelaksanaan Progressive Treatment Program terkait 

dengan pembinaan Character Building Program dan Production Training 

Program? 

12. Bagaimana efektivitas dari pelaksanaan Progressive Treatment Program yang 

dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang?  

13. Apakah pelaksanaan Progressive Treatment Program sudah sesuai dengan 

Peraturan Perundang-undangan saat ini? Jika ya, Undang-Undang apa saja 

yang melandasinya? 

14. Apakah ada landasan hukum lain selain Peraturan Perundang-undangan 

tersebut? 

15. Apakah ada peraturan lain dari Lapas dalam melaksanakan Progressive 

Treatment Program ini? 



 

 
 

16. Apakah ada kerjasama dengan pihak lain untuk menunjang proses pembinaan 

Character Building Program dan Production Training Program? 

17. Menurut Ibu, apakah kerjasama dengan instansi lain dapat memberikan 

motivasi bagi narapidana untuk mengikuti kegiatan kerja? 

18. Apakah pernah terjadi penyimpangan antara Progressive Treatment Program 

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku? Jika ya, bentuk 

penyimpangannya seperti apa dan dampak yang di timbulkan apa? 

Bagaimana solusinya? 

19. Pernahkah terjadi tumbukan antara pelaksanaan Character Building Program 

dan Production Training Program? Jika ya, bolehkan Warga Binaan 

Pemasyarakatan memilih salah satu dari kegiatan tersebut? 

20. Terkait dengan pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, dana 

yang digunakan untuk pelaksanaan program Production Training Program 

berasal dari mana? Apakah Warga Binaan Pemasyarakatan mendapatkan 

upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan pada saan pembinaan?  

21. Jelaskan sistem penilaian antara Character Building Program dan Production 

Training Program?  

22. Adakah sanksi khusus bagi Warga Binaan Pemasyarakatan maupun petugas 

yang tidak mengikuti kegiatan Character Building Program dan Production 

Training Program? Jika ada, sanksi seperti apa? 

23. Faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan 

Progressive Treatment Program di Lembaga Pemasyarakatan Klas I 

Semarang? 



 

 
 

24. Bagaimana cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Progressive 

Treatment Program? Apakah cara-cara tersebut sudah dilakukan secara 

maksimal oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang? 

25. Adakah harapan Bapak/ Ibu untuk kedepannya dalam membinaan Warga 

Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang,       Februari 2015 

Yang menyatakan, 

 

 

(   ) 

 

 

 

 

 



 

 
 

KUESIONER PENELITIAN 

Implementasi Pembinaan Narapidana Melalui Progressive Treatment 

Program di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang 

 

RESPONDEN : Warga Binaan Pemasyarakatan 

Nama    : 

Umur    : 

Alamat    : 

Jenis Tindak Pidana  : 

Lama Hukuman  : 

Lama Menjalani Hukuman  : 

 

Daftar Pertanyaan : 

1. Apakah pembinaan yang anda dapatkan selama berada di dalam Lapas Klas I 

Semarang sudah baik? 

 Ya   Tidak  

2. Apakah anda mendapatkan hak-hak anda sebagai warga binaan? 

 Ya  Tidak  

3. Bagaimana mengenai fasilitas yang anda dapatkan di dalam Lapas Klas I 

Semarang, apakah sudah memadai? 

 Ya   Tidak  

 



 

 
 

4. Anda  anda mengetahui aturan-aturan mengenai pembinaan yang anda 

dapatkan di Lapas Klas I Semarang? 

 Ya   Tidak  

5. Apakah anda mematuhi semua tata terib yang berlaku di Lapas Klas I 

Semarang? 

 Ya  Tidak  

6. Apakah anda mengetahui tentang jenis-jenis pembinaan apa saja yang anda 

dapatkan di Lapas Klas I Semarang? 

 Ya   Tidak  

7. Apakah anda mengikuti pembinaan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa yang diberikan di LAPAS Klas I Semarang seperti bimbingan rohani? 

 Ya    Kadang-kadang  Tidak  

8. Apakah anda mengikuti pembinaan kesadaran hukum berbangsa dan 

bernegara yang diberikan di LAPAS Klas I Semarang seperti mengikuti 

upacara atau sosilalisasi wawasan kebangsaan? 

 Ya  Kadang-kadang  Tidak 

9. Apakah anda mengikuti pembinaan kecerdasan intelektual yang diberikan di 

LAPAS Klas I Semarang seperti kegiatan belajar, kursus komputer, kursus 

bahasa inggris? 

 Ya  Kadang-kadang  Tidak  



 

 
 

10. Apakah anda mengikuti pembinaan kematangan sikap dan perilaku yang 

diberikan di LAPAS Klas I Semarang seperti latihan baris berbaris, pramuka, 

kesenian? 

 Ya  Kadang-kadang  Tidak  

11. Apakah anda mengikuti pembinaan kesehatan jasmani dan rohani yang 

diberikan di LAPAS Klas I Semarang seperti senam, olahraga? 

 Ya  Kadang-kadang  Tidak  

12. Apakah anda mengikuti pembinaan kesadaran hukum yang diberikan di 

LAPAS Klas I Semarang seperti penyuluhan peraturan Perundang-undangan 

tentang Pemasyarakatan, Narkoba, terorisme, tipikor, pelecehan seksual, 

KDRT dan lain-lain? 

 Ya  Kadang-kadang  Tidak  

13. Apakah anda mengikuti pembinaan kemampuan reintegrasi sehat dengan 

masyarakat yang diberikan di LAPAS Klas I Semarang seperti bekerja 

kebersihan di halaman Lapas, bekerja perawatan taman halaman Lapas, 

bekerja pada usaha bengkel kerja Lapas, bekerja di showroom Lapas dan 

bekerja pada pihak ketiga? 

 Ya  Kadang-kadang  Tidak  

 

 

 



 

 
 

14. Apakah anda mengikuti pembinaan keterampilan yang ada di LAPAS Klas I 

Semarang seperti pelatihan persepatuan, pelatihan perkayuan, pelatihan 

penjahitan, pelatihan sablon kaos, pelatihan barbershop, pelatihan memasak, 

pelatihan keset perca? 

 Ya  Kadang-kadang  Tidak  

15. Apakah anda merasakan manfaat dari semua pembinaan yang anda ikuti 

selama berada di Lapas Klas I Semarang? 

 Ya  Tidak  

16. Apakah anda merasakan manfaat dari pembinaan Keterampilan? 

 Ya   Tidak  

17. Apa anda bersungguh-sungguh dalam mengikuti semua pembinaan di 

LAPAS Klas I Semarang? 

 Ya  Tidak  

18. Apa pembinaan yang diberikan sesuai dengan bakat, minat dan kemauan 

anda? 

 Ya  Tidak  

19. Apakah pembinaan yang diberikan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal 

yang di tetapkan di Lapas? 

 Ya  Tidak  

20. Apakah anda pernah merasa terpaksa dalam mengikuti pembinaan yang anda 

dapatkan di Lapas Klas I Semarang? 

 Ya  Tidak  



 

 
 

21. Bagaimana tentang perlakuan Petugas selama anda mengikuti pembinaan, apa 

sudah baik? 

 Ya   Tidak 

22. Bagaimana menurut anda tentang keterampilan yang dimiliki petugas dalam 

menjalankan tugasnya sebagai pelaksana maupun pengawas, apakah sudah 

baik? 

 Sudah  Kurang  Belum  

23. Bagaimana menurut anda mengenai kualitas dari pembinaan yang anda 

dapatkan di Lapas, apakah sudah berjalan dengan baik? 

 Sudah  Kurang baik  Tidak baik  

24. Apakah anda pernah merasa bosan dengan kegiatan pembinaan yang anda 

dapatkan? 

 Ya    Kadang-kadang  Tidak 

25. Apakah anda memahami tujuan diberikannya pembinaan? 

 Ya  Tidak  

26. Adakah efek atau dampak positif dari kegiatan yang diterapkan LAPAS Klas 

I Semarang terhadap pribadi anda? 

 Ya  Tidak  

27. Apakah anda sangat antusias dalam mengikuti pembinaan? 

 Ya   Tidak  

 



 

 
 

28. Bagaimana sarana dan prasarana yang berada di LAPAS Klas I Semarang, 

apa sudah memadai? 

 Ya   Tidak 

29. Apakah pembinaan di LAPAS Klas I Semarang sudah dapat dikatakan efektif 

menurut anda? 

 Ya  Tidak

30. Apakah anda merasa puas terhadap pembinaan yang anda dapatkan selama 

berada di Lapas Klas I Semarang? 

 Ya  Tidak  

31. Apakah semua pembinaan yang anda dapatkan selama berada di Lapas Klas I 

Semarang dapat dijadikan pedoman anda setelah keluar dari Lapas? 

 Ya  Ragu-ragu  Tidak  

32. Apakah alasan anda mengulangi tindak pidana kejahatan? 

 Faktor ekonomi 

 Faktor keluarga 

 Faktor lingkungan 

 Faktor lainnya……. 

33. Apakah semua pembinaan yang anda dapatkan selama berada di LAPAS Klas 

I Semarang telah anda terapkan dalam kehidupan pribadi anda sebelum anda 

memutuskan untuk mengulangi tindak pidana? 

 Ya  Tidak  

 

 



 

 
 

34. Apa rencana jangka panjang anda setelah anda keluar dari LAPAS Klas I 

Semarang? 

 Berubah   Bekerja   Tidak tahu 

 

 

 

 

 

Semarang,       Agustus 2015 

Yang menyatakan 

 

 

(   )



 
 

 
 

DOKUMENTASI 

 

1. Kegiatan Character Building Program 

a. Sosialisasi dan Pendidikan 

  

 

 

Pendidikan Kewirausahaan          Sosialisasi UU     Pendidikan 4 Pilar Kebangsaan 

b. Senam Kesegaran Jasmani 

  

 

 

Senam Kesegaran Jasmani dilaksanakan oleh masing-masing padepokan sesuai jadwal 

yang telah ditetapkan 

c. Bimbingan Rohani 

  

  

 

Yasinan           Latihan Pasolatan         Bimbingan Rohani Nasrani 

d. Upacara Bendera 

  

   

 

Upacara Bendera dilaksanakan setiap Hari Senin, Tanggal 17 dan Hari Besar Nasional 



 

 
 

e. Latihan Keterampilan Berbasis Berbaris 

 

    

 

f. Kursus Komputer 

 

   

  

g. Kesenian 

 

  

 

Hadroh   Paduan Suara        Seni Lukis 

h. Olahraga Futsal dan Bola Voli 

 

  

 

 

2. Kegiatan Production Training Program 

a. Persepatuan 

 

    

  



 

 
 

b. Perkayuan 

 

  

 

c. Handicraft 

  

   

d. Sablon  

 

  

 

e. Memasak 

 

    

 

f. Penjahitan dan Cucian Mobil 

 

  

  

g. Kaligrafi 

 

  

  



 

 
 

h. Keset Kain Perca 

  

  

   

i. Sandal  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


